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ABSTRAK 

Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2020 tentang 

Protokol Kesehatan di Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqh Siyasah. 

Penelitian ini dilatarbelakangi dari Virus Corona yang  telah mewabah 

secara global di seluruh dunia. Setelah terkonfirmasi adanya kasus positif Covid-19 

di Indonesia, pemerintah mengamanatkan kepada setiap daerah untuk segera 

membentuk peraturan kepala daerah. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 

2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan 

sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 merupakan peraturan yang 

disahkan oleh Gubernur Riau sebagai upaya pengendalian penyebaran Covid-19 di 

Provinsi Riau. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

implementasi protokol kesehatan berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 

Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan 

di Kota Pekanbaru dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi 

Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan 

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan 

Pengendalian Covid-19 di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan(field research) dengan jumlah populasi 8 orang dan sampel 8 orang. 

Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan 

pustaka.   

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penegakan protokol 

kesehatan di Kota Pekanbaru telah sudah sesuai dengan konsep fiqh siyasah yang 

bertujuan untuk kemaslahatan rakyat, namun dalam proses pelaksanaannya belum 

sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Meski adanya upaya yang dilakukan 

oleh pemerintah khususnya Satpol PP selaku aparat pemerintah. Namun, kurangnya 

kesadaran dan kepercayaan masyarakat yang rendah menyebabkan penerapan 

protokol kesehatan menjadi tidak maksimal.  

 

Kata Kunci : Implementasi, Protokol Kesehatan, Covid-19, Fiqh Siyasah 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang Masalah A.

 Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW 

hadir sebagai petunjuk hidup umat manusia. Agama Islam hadir ke tengah umat 

manusia karena ajaran-ajarannya bersifat universal, mengatur seluruh aspek 

kehidupan manusia. Petunjuk-petunjuk agama mengenai aspek kehidupan 

manusia, terdapat didalam sumber ajarannya yaitu al-Qur‟an dan hadits. Dalam 

penjelasannya, hukum Islam mengatur seluruh kehidupan manusia, baik  

hubungan pribadinya dengan dirinya sendiri, Tuhannya, keluarganya, lingkungan 

masyarakatnya serta negaranya. 

 Hukum Islam dianggap merupakan bagian penting dari ajaran agama 

Islam. Karena hukum Islam inilah yang bertindak sebagai pedoman hidup yang 

harus dipatuhi oleh seluruh umat Islam. Hukum Islam juga bertujuan membantu 

umat Islam dalam memahami bagaimana mereka harus menjalani setiap aspek 

kehidupan sesuai dengan perintah Allah SWT.
1
Terdapat berbagai istilah di 

dalam   hukum Islam ini, seperti syari’at, fiqh, dan istilah lainnya. Istilah-istilah 

tersebut memiliki makna atau penggambaran tertentu dari hukum Islam. Namun 

secara keseluruhan istilah tersebut sering digunakan untuk menyebut hukum 

Islam. 

 Menurut Mahmud Syaltut, sya‟riah adalah peraturan-peraturan yang 

ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah agar manusia 

                                                             
1
 A. Djazuli, H, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu 

Syariah,  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), cet. ke-1, h. 39. 



2 
 

berpegang teguh kepadanya dalam hubungannya dengan Tuhannya, berhubungan 

dengan saudaranya sesama muslim, berhubungan dengan saudaranya sesama 

manusia, berhubungan dengan alam semesta, dan berhubungan dengan 

kehidupan”.
2
Fiqh adalah ilmu hukum Islam yang merupakan sebuah cabang studi 

yang mengkaji norma-norma syariah dalam kaitan dengan tingkah laku konkret  

manusia dalam berbagai dimensi hubungannya.
3
 

Islam telah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan individu, 

keluarga, masyarakat, ataupun negara. Dalam aturan kehidupan bernegara, Islam 

mengenal suatu   cabang ilmu fiqh, yaitu fiqh siyasah. Fiqh Siyasah merupakan 

cabang ilmu fiqh yang berkaitan dengan mengatur dan mengurus hidup manusia 

dalam bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada   

kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.
4
 

  Dalam mempelajari disiplin ilmu politik Islam, yaitu fiqh siyasah, 

tentunya mengenal istilah siyasah dusturiyah atau fiqh dusturiyah. Siyasah 

Dusturiyah ini mengkaji secara khusus mengenai perundang-undangan negara 

meliputi konsep-konsep konstitusi,                                     legislasi, lembaga demokrasi, dan syura. 

Selain itu siyasah dusturiyah ini juga membahas kajian mengenai konsep Negara 

hukum dalam siyasah hubungan simbiosis antara pemerintah dan rakyat serta hak-

hak warga Negara yang wajib dilindungi. Sumber dari siyasah dusturiyah 

meliputi al-Qur‟an meliputi al-Qur‟an, Hadits, kebijakan Khulafa al- Rasyidin, 

                                                             
2
 Mahmud Syaltut, al-Islâm:’Aqîdah wa Syarî’ah, (ttt: Dâr al-Qalam, 1966),  cet. ke-8, h. 

12. 
3
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 

cet. ke-2, h. 5. 
4
 Fatmawati, Fikih Siyasah, (Makassar: Pusaka Almaida, 2015), cet. ke-1, h. 5. 
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ijtihad ulama, dan adat kebiasaan (yang tidak bertentangan dengan al-Qur‟an dan 

Hadits).
5
 

Siyasah Dusturiyah juga mencakup persoalan bagaimana pemimpin 

menjalankan  mandat kepemimpinannya. Dalam pandangan Islam, pemimpin 

harus ditaati apabila memiliki amanat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi 

masyarakatnya. Perintah mentaati     pemimpin ini terdapat pada QS.An-Nisa ayat 

59 : 

ا  سُىْلَ وَاوُلىِ الْْهَْزِ هِنْكُنْْۚ فاَىِْ يٰٰٓايَُّهاَ الَّذِيْيَ اٰهَنىُْٰٓ َ وَاطَِيعُْىا الزَّ
اطَِيْعُىا اّللّٰ

ِ وَالْيىَْمِ 
سُىْلِ اىِْ كُنْتنُْ تؤُْهِنىُْىَ باِلّلّٰ ِ وَالزَّ

وْهُ الِىَ اّللّٰ تنَاَسَعْتنُْ فيِْ شَيْءٍ فزَُدُّ

احَْسَيُ تأَوِْيلًْا  خِزِِۗ ذٰلكَِ خَيزٌْ وَّ  ࣖالْْٰ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada 

Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS.An-Nisa:59)
6
 

Ayat ini menujukkan bahwa umat Islam wajib taat terhadap Allah, Rasul, 

dan juga kepada ulil amri (pemimpin). Taat kepada pemimpin merupakan derajat 

ketiga dalam penyebutan setelah Allah SWT dan Rasul-Nya, sehingga tidaklah 

berlebihan jika pemimpin diberi derajat yang tinggi karena memang telah disebut 

dalam derajat yang demikian. Kata ulil amri dalam ayat di atas juga 

                                                             
5
 Ali Akhbar, Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah, (Yogyakarta: Semesta 

Aksara, 2019), cet. ke-1, h. 14. 
6
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf al-Qur’an dan Terjemahannya, 

(Surabaya: PT. Lentera Jaya Abadi Divisi Lentera Optima Mustika, 2011), cet. ke-1, h. 88. 
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menunjukkan kepada penguasa yang bertanggung jawab atas wilayahnya 

(pemerintah/menteri).
7
 

   Demikian juga Rasulullah SAW, beliau bersabda : 

  من أطاعني فقد اللهأطاع ومن يعصني فقد اللهعصى ومن يطع الأمير فقد

           أطاعني ومن يعص الأمير عصانيفقد

Artinya: “Barangsiapa yang menaatiku maka sesungguhnya ia 

telah menaati Allah; barangsiapa yang mendurhakaiku maka 

sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah. Barangsiapa yang taat 

kepada amir (pimimpin) sesungguhnya ia telah menaatiku; 

barangsiapa yang mendurhakai amir (pemimpin) maka sesungguhnya ia 

telah mendurhakaiku”
8
 

Masyarakat yang baik (madani) akan tercipta apabila dipimpin oleh 

Pemerintah yang baik dan begitu pun sebaliknya. Dapat dikatakan bahwa 

pemimpin merupakan cerminan dari  masyarakat itu sendiri. 

Apabila kita melihat dari sudut pandang konsep negara hukum Indonesia, 

Indonesia sendiri memiliki berbagai aturan yang mana aturan ini bersumber dari 

Pancasila dan dengan aturan dasar tertingginya ialah UUD 1945 (Undang-

undang Dasar 1945).
9
 Peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang melainkan 

oleh lembaga atau badan yang memang memiliki kewenangan untuk menetapkan 

suatu aturan yang bersifat mengikat dan memaksa bagi masyarakat luas. 

Peraturan ini berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu ataupun 

                                                             
7
 Toto Tohir, “Ulil Amri dan Ketaatan Kepadanya”, Jurnal Sosial dan Pembangunan, 

Vol.13 No.3, (September, 2002), 268.  
8
 Imam al-Bukhari, Kitab Shahih al-Bukhari: al-Ahkam,(Beirut: Dar al Kotob Al Ilmiyah, 

1992),  Bab Qauluhu Ta’ala La Yu’akahizukumullah Billaghwi fi Imanikum, no.7137 
9
 Dimas Hutomo, Kedudukan Pancasila sebagai Sumber Hukum Negara, diakses dari 

(https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cdbb96764783/kedudukan-pancasila-

sebagai-sumber- hukum-negara/), pada tanggal 20 Oktober 2021, pukul 17.28 WIB 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cdbb96764783/kedudukan-pancasila-sebagai-sumber-hukum-negara/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cdbb96764783/kedudukan-pancasila-sebagai-sumber-hukum-negara/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cdbb96764783/kedudukan-pancasila-sebagai-sumber-hukum-negara/
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untuk tidak melakukan sesuatu yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia 

agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum. Hukum memliki 

sanksi dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan dikenakan 

sanksi yang tegas. Sanksi juga diatur dalam peraturan hukum.
10

 

Pembentukan undang-undang memiliki perbedaan jangka waktu 

penyelesaian. Tak jarang peraturan dibentuk atas kondisi tertentu. Seperti yang 

diketahui, pada saat ini dunia sedang menghadapi masalah besar yaitu pandemi 

Corona Virus Disease atau dikenal dengan Covid-19. Indonesia pun turut serta 

mengalami bencana pandemi ini. Telah banyak kerugian materi dan kehilangan 

jiwa yang dialami. Dengan didasari hal ihwal kegentingan memaksa, pemerintah 

telah mengeluarkan berbagai peraturan dalam menghadapi pandemi ini.
11

 

Di Provinsi Riau, dalam menghadapi pandemi ini telah dibentuk berbagai 

peraturan. Salah satunya ialah Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2020 

tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai 

Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). 

Peraturan ini berisikan berbagai aturan dan juga sanksi bagi pelanggar. Dalam 

menerapkan protokol kesehatan ditetapkan 4 M, yaitu memakai masker, mencuci 

tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.  

Selain itu, pemerintah yang bersinergi dengan Polda, Satpol PP, dan 

aparatur pemerintah lainnya juga melakukan berbagai upaya untuk memutuskan 

mata rantai Covid-19 ini, seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan 

                                                             
10

 Wikipedia, Hukum, diakses dari (https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum), pada tanggal 

20 Oktober   2021, pukul 19.45 WIB. 
11

 Muhammad Fadli, “Pembentukan Undang-undang yang Mengikuti Perkembangan 

Masayarakat”,    Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.15 No.1 (Maret, 2018), 50. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
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pentingnya menerapkan protokol kesehatan, penyekatan di beberapa titik jalan, 

razia protokol kesehatan di beberapa tempat umum yang dianggap menimbulkan 

kerumunan, penyemprotan cairan disinfektan disepanjang jalan dan upaya-upaya 

lain.  

  Namun berdasarkan pengamatan peneliti, masyarakat Kota Pekanbaru 

masih banyak yang tidak menerapkan 4M. Buktinya sangat mudah ditemui 

orang-orang yang berkerumun dan tidak menggunakan masker. Biasanya cluster 

baru Covid-19 ini muncul dari tempat umum, seperti tempat kuliner dan hiburan. 

Seperti halnya pada tanggal 29 September 2021, 10 warga Kota Pekanbaru 

terjaring razia karena tidak menggunakan masker. Para pelanggar protokol 

kesehatan ini ditemukan di Jalan Kaharuddin Nasution dengan lokasi yang 

berbeda. Mereka yang terjaring razia dikenakan sanksi administratif sebesar 

Rp.250.000.- dan langsung dibawa ke Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru guna 

menjalani sanksi sosial.
12

 

Pelaksanaan hukum protokol kesehatan sering kali diabaikan ini tentu 

saja menjadi permasalahan. Karena Covid-19 tidak akan pernah selesai apabila 

protokol kesehatan tidak dipatuhi. Para pelanggar pun juga dapat membahayakan  

kesehatan serta jiwa seseorang.
13

 

Karena permasalahan ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

tentang bagaimana penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan 

                                                             
12

 Pekanbaru.go.id, Sepuluh Pengunjung Kuliner Dibawa ke Kantor Satpol PP Jalani 

Sanksi Sosial, diakses dari (https://www.pekanbaru.go.id/p/news/sepuluh-pengunjung-kuliner-

dibawa-ke-kantor-satpol-ppjalani-sanksi-sosial), pada tanggal 21 Oktober 2021, pukul 20.30 WIB. 
13

 Denico Doly, “Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Pusat 

Perbelanjaan”, Bidang Hukum Info Singkat, Vol.13 No.9 (Mei, 2021), 2. 
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sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Pekanbaru 

apakah sudah berjalan dengan efektif untuk menekan angka pertumbuhan Covid-

19 dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kebijakan penegakan hukum 

protokol kesehatan. Dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul 

“Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2020 Di Kota 

Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqh Siyasah” 

 Batasan Masalah B.

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan 

yang dimaksudkan, maka penulis merasa perlu membatasi masalahnya. 

Adapun batasan masalah tersebut adalah mengenai Implementasi Peraturan 

Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan 

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan 

Pengendalian Covid-19 di Kota Pekanbaru menurut Fiqh Siyasah. Data pada 

penelitian ini hanya dilaksanakan di Kota Pekanbaru pada bulan Januari-

Februari Tahun 2022. 

 Rumusan Masalah C.

Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang ingin penulis teliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2020 

tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan 

sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Pekanbaru? 

2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Implementasi Peraturan Gubernur 

Riau Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan 
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Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian 

Covid-19 di Kota Pekanbaru? 

 Tujuan dan Kegunaan Penelitian. D.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 

2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan 

sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Implementasi Peraturan 

Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan 

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan 

Pengendalian Covid-19 di Kota Pekanbaru. 

Penyusunan skripsi ini dibuat dengan harapan dapat berguna bagi penulis 

khususnya dan bagi masyarakat umumnya. Kegunaan/manfaat dari penelitian ini 

diantaranya : 

a. Kegunaan secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca 

mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2020 tentang 

Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya 

Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Pekanbaru. 

b. Kegunaan secara praktis 

1. Untuk dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya 

2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan 
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masalahmasalah yang muncul dengan lebih kritis 

3. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih 

gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

 Sistematika Penulisan E.

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada 

buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Untuk 

mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis 

membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab akan 

diuraikan menjadi sub-sub bab. 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tinjauan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian adan 

sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA TENTANG COVID-19, PERATURAN 

GUBERNUR RIAU NOMOR 55 DAN FIQH SIYASAH 

Pada bab ini akan  diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah 

yang diangkat meliputi pembahasan tentang Covid-19, Peraturan 

Perundang-undangan dan Konsep Fiqh Siyasah. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan  membahas tentang jenis penelitian, lokasi 

penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber 

data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik 

penulisan data dan gambaran lokasi penelitian. 

BAB IV : IMPLEMENTASI GUBERNUR RIAU NOMOR 55 TAHUN 2020 

TENTANG PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA 

PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH 

Pada bab ini membahas tentang Implementasi Peraturan Gubernur 

Riau Nomor 55 Tahun 2020 Penerapan Disiplin dan Penegakan 

Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan 

Pengendalian Covid-19 di Kota Pekanbaru, dan bagaimana tinjauan 

Fiqh Siyasah terhadap Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum 

Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian 

Covid-19 di Kota Pekanbaru. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat 

sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta 

saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG COVID-19, PERATURAN 

GUBERNUR RIAU NOMOR 55 DAN FIQH SIYASAH 

 Implementasi A.

1. Pengertian Implementasi 

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan 

dengan pelaksanaan dan penerapan.
14

 Secara harfiah kata pelaksanaan berasal 

dari kata laksana yang berarti perbuatan atau laku. Dalam kamus Inggris-

Indonesia, implementasi berasal dari kata implementation yang artinya 

pelaksanaan.
15

 

Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, 

tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar 

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan 

kegiatan.
16

Implementasi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan suatu 

system. Tanpa implementasi atau pelaksanaan sebuah konsep tidak akan 

terlaksanakan.
17

 

 Disiplin dan Penegakan Hukum  B.

1. Pengertian Displin 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disiplin adalah tata tertib 

                                                             
14

Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang:Widya Karya, 2011), cet. ke-10, 

h. 259.  
15

Hassan, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2005), cet. ke-26, h. 235.  
16

Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002), cet. ke-1, h. 70. 
17

Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2010), cet. ke-1, h. 182. 
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atau ketaatan terhadap peraturan. Secara etimologi, disiplin berasal dari bahasa 

latin, yaitu disciplina yang berarti pendidikan dan latihan, kontrol dan ambisi, 

pengetahuan didalam sebuah bidang, dan sebuah jalan hidup yang penuh dengan 

keteraturan. Disiplin juga dapat berarti kepatuhan sesorang terhadap peraturan 

(hukum)  yang ada ataupun terhadap pengawasan dan pengendalian.
18

 

2. Pengertian Penegakan Hukum 

Menurut Jimly Asshiddiqie, salah seorang pakar Hukum Tata Negara yang 

dikenal juga sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengemukakan 

penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam 

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara.
19

 

Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu sudut subjek dan 

sudut objek. Bila ditinjau dari sudut subjeknya, maka dapat dimaknai dalam arti 

luas dan sempit pula. Dalam arti luas, upaya penegakan hukum dilakukan oleh 

seluruh subjek yang terlibat dalam setiap hubungan hukum. Siapapun yang 

terlibat dalam menjalankan aturan normatif, melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu dengan mendasari aturan normatif maka dapat dikatakan 

bahwa ia telah melaksanakan atau menegakkan hukum. Namun, jika ditinjau 

dalam arti sempit, maka dapat diartikan sebagai upaya dari aparatur penegak 

                                                             
18

 Wikipedia, Disiplin,diakses dari (https://id.wikipedia.org/wiki/Disiplin) diakses pada 

tanggal 12 Januari 2022, pukul 20.00 WIB 
19

 Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, diakses dari (www.jimly.com), diakses pada 

tanggal 12 Januari 2022, pukul 20.15 WIB 
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hukum untuk memastikan dan menjamin hukum berjalan dengan semestinya. 

Dalam proses penegakannya, aparatur penegak hukum dapat melakukan daya 

paksa. 

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, 

yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini juga mencakup arti luas dan sempit pula. 

Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang 

terkandung aturan formal maupun nilai-nilai kehidupan yang ada didalam 

masyarakat.
20

 

Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, terdapat lima faktor yang 

mempengaruhi, yaitu:  

1. Faktor Hukum. 

2. Faktor Penegak Hukum. 

3. Faktor Sarana dan Fasilitas. 

4. Faktor Masyarakat. 

5. Faktor Kebudayaan.
21

 

 Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) C.

1. Pengertian Covid-19  

  Corona Virus Disease atau dikenal dengan Covid-19 merupakan  keluarga 

besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan juga manusia. 

Diketahui bahwa virus ini menyerang saluran pernafasan dan dapat 

menyebabkan  penyakit mulai dari yang ringan seperti flu dan lebih parahnya  

                                                             
20

 Ibid. 
21

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Depok: 

Raja Grafindo Persada, 2019), cet. ke-16, h. 5. 
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seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Serve Acute Respiratory 

Syndrome (SARS). Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan Sars-CoV-2 dan 

belum pernah ditemukan sebelumnya. Corona Virus Disease merupakan 

zoonosis (virus yang ditularkan antara hewan dan manusia). Penyakit MERS 

ditransmisikan dari unta ke manusia dan SARS kucing luwak (Civet Cats) ke 

manusia. Belum diketahui dengan pasti hewan yang menjadi sumber penularan 

Covid-19 ini.
22

 

Virus COVID-19 ini dapat menimbulkan berbagai gejala bagi 

pengidapnya. Gejala ini ditimbulkan dari virus corona (Sars-CoV-2) itu sendiri. 

Penyebarannya ini melalui percikan air liur pengidap (batuk dan bersin), 

menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, 

atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus 

corona, tinja atau feses (jarang terjadi). Masa inkubasinya rata-rata 5-6 hari 

dengan masa inkubasi terpanjangnya, yaitu 14 hari. Sebagian besar kasus, tanda 

dan gejala klinisnya ialah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan 

dalam bernafas dan pada hasil rontgennya menunjukkan infiltrat pneumonia luas 

di kedua paru pengidap. 

Awalnya, virus ini muncul di kota Wuhan, China pada desember 2019 

lalu. Tepatnya dipasar yang menjual makanan laut dan hewan liar seperti ular, 

kelelawar, dan ayam. Kemudian muncul berbagai laporan bahwa banyak orang 

yang mengidap virus ini dan ternyata hal ini terkait dengan pasar itu. Diketahui 

                                                             
22

 Iman Pasu Marganda, “Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang 

Kekarantinaan Kesehatan di Jawa Timur Menghadapi Pandemi Covid-19”, Jurnal Pahlawan, Vol. 

4 No.1 (2021), h. 1-2. 
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orang pertama yang mengidap virus ini pun adalah para pedagangnya.
23

 Tanggal 

18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat 

dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Sejak 31 Desember 2019 

hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya 

sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di 

berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. 

Pada tanggal 2 Maret 2020, Pemerintah Indonesia mengumumkan secara 

resmi kasus Covid-19 pertama. Dua warga Indonesia yang positif mengatakan 

bahwa mereka telah melakukan kontak langsung dengan warga Negara Jepang 

yang sedang berkunjung ke Indonesia. Kemudian tanggal 11 maret 2020, untuk 

pertama kalinya ada kasus meninggal diakibatkan karena virus corona tersebut. 

Korban yang meninggal adalah pria berusia 59 tahun warga asal Solo. Diketahui 

ia tertular setelah menghadiri seminar di Bogor pada bulan Februari 2020. 

Penyebaran virus corona di Indonesia ini tersebar di 34 provinsi di Indonesia. 
24

 

2. Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 

Menurut Leavel dan Clark yang dimaksud dengan pencegahan ialah 

mengacu pada semua kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung 

dilakukan untuk mencegah masalah kesehatan atau penyakit. Pencegahan 

melibatkan masalah kesehatan atau penyakit tertentu, termasuk perilaku 

menghindar.  Pada saat pandemi ini penting bagi setiap orang untuk melakukan 

upaya pencegahan penularan Covid-19. Salah satu  langkah terbaik ialah dengan 

                                                             
23

 Moch Halim Sukur, “Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 

Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”, Journal Inicio Legis, Vol.1 No.1, (Oktober 2020), h. 3.,  
24

 Ibid., h. 4. 
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menghindari.  

Adapun upaya pencegahan masuknya virus yang dapat dilakukan, yaitu: 

a) Menerapkan physical distancing, yaitu dengan menjaga jarak minimal 1 

meter dari orang lain. 

b) Menggunakan masker saat beraktivitas ditempat umum atau keramaian. 

c) Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun ataupun sediakan hand 

sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah 

beraktivitas diluar rumah. 

d) Jangan menyentuh area mata, mulut ataupun hidung sebelum mencuci 

tangan. 

e) Mengingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti  

 mengonsumsi makanan yang bergizi, minum vitamin penambah daya 

tahan tubuh, rutin berolahraga, istirahat yang cukup, serta jauhi hal yang 

dapat menimbulkan stres. 

f) Hindari kontak dengan penderita Covid-19, orang yang dicurigai 

terinfeksi virus corona dan orang yang sedang sakit demam, batuk atau 

pilek. 

g) Ketika ingin batuk atau bersin segara tutup mulut dan hidung dengan tisu 

kemudian buang ke tempat sampah. 

h) Menjaga kebersihan lingkungan terutama benda yang sering disentuh.
25

 

Selain itu, untuk orang yang diduga terkena Covid-19, ada beberaapa hal 

yang dapat dilakukan agar tidak menularkan virus ke orang lain, seperti: 

                                                             
25

Adityo Susilo, “Coronavirus Disease 2019”, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7 

No. 1, (Maret 2020),  h. 45. 
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a) Melakukan isolasi mandiri dan menjauhi diri dari orang lain sementara 

waktu. 

b) Usahakan jangan keluar rumah, kecuali untuk mendapatkan pengobatan. 

c) Mengubungi pihak rumah sakit apabila gejala bertambah berat agar 

segera dijemput. 

d) Melarang orang lain untuk datang menjenguk hingga kondisi dianggap 

benar-benar sembuh.
26

 

 Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2020  D.

Upaya penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan 

didasari pada Peraturan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam 

Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala 

Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol 

Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 

2019 di Daerah yang kemudian mengamanatkan kepada setiap daerah untuk 

segera membentuk peraturan kepala daerah dalam rangka meningkatkan disiplin 

dan penegakan hukum protokol kesehatan.  

 Pemerintah Provinsi Riau kemudian mengeluarkan Peraturan Gubernur 

Riau Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol 

Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Peraturan 

                                                             
26

 Anung Sugihantono dkk, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus 

Disease 19, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020),  cet. ke-1, h. 110.  
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ini terdiri dari 8 bab, yaitu Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pelaksanaan, 

Monitoring dan Evaluasi, Sosialisasi dan Partisipasi,Pendanaan serta Penutup. 

Adapun kutipan mengenai pelaksanaan dan sanksi pada Peraturan Gubernur Riau 

Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan 

Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian 

Covid-19 tertuang dalam BAB III Pelaksanaan dan BAB V Sanksi. 

Kutipan Pasal 3 mengenai Subjek Pengaturan meliputi:  

a. Perorangan (melakukan 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga 

jarak dan menghindari kerumunan);  

b. Pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4 M bagi karyawan dan 

pengunjung yang datang); dan  

c. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum 

(menyiapkan sarana dan prasarana 4 M bagi karyawan dan pengunjung yang 

datang).
27

 

 Kutipan pasal 4 mengenai Kewajiban meliputi: 

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan 

mematuhi protokol kesehatan meliputi:  

1. . Bagi perorangan: 

a) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung 

dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan 

orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; 

b) Mencuci tangan secara teratur menggunakann sabun dengan air mengalir; 

                                                             
27

 Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2020 Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 

Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai 

Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, h. 3. 
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c) Pembatasan interaksi fisik (physical distancing) dengan menjaga jarak 

minimal 1 (satu) meter dan membiasakan memberi salam tanpa melakukan 

kontak fisik; dan 

d) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersi 

dan Sehat (PHBS).
28

 

2. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, 

dan fasilitas umum:  

a) Sosialisai, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk 

memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan 

pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);  

b) Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan 

memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand 

sanitizer);  

c) Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap 

orang yang akan beraktivitas dilingkungan kerja;  

d) Upaya pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;  

e) Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;  

f) Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam 

penularan dan tertularnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan  

g) Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi 

penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

                                                             
28

 Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2020 Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 

Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai 

Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, h. 3. 
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Kutipan Pasal 7 mengenai Sanksi meliputi:  

1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau 

penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi. 

2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan 

pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:  

a. Bagi perorangan  

1. teguran lisan atau teguran tertulis;  

2. kerja sosial;  

3. denda administratif.  

b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab 

tempat, dan fasilitas umum: 

1. teguran lisan atau teguran tertulis; 

2. denda administratif; 

3. penghentian sementara operasional usaha; dan 

4. pencabutan izin usaha.  

(3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia 

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Gugus Tugas 

Daerah/Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah. 
29

 

Kutipan Pasal 8 mengenai Denda Administratif seperti berikut: 

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a 
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angka 3, dikenakan sebesar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b 

angka 2, dikenakan sebagai berikut : 

a. untuk pelanggaran pertama dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta 

rupiah);  

b. untuk pelanggaran kedua dikenakan denda sebesar Rp 2.500.000 (dua juta 

lima ratus ribu rupiah);  

c. untuk pelanggaran ketiga dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta 

rupiah) serta penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.  

Kutipan pada Pasal 9 seperti berikut.  

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a 

angka 3, huruf b angka 2 dan Pasal 8 wajib disetor ke kas daerah dalam tenggang 

waktu 1 X 24 jam.
30

 

 Fiqh Siyasah E.

a. Pengertian Fiqh Siyasah 

Fiqh Siyasah berasal dari dua kata, yaitu Fiqh dan Siyasah. Secara etimologi, 

Fiqh dapat dipahami sebagai paham yang mendalam. Sedangkan secara 

terminologi, Fiqh adalah pemahaman tentang hukum-hukum syari‟at yang 

bersifat amaliyah, yang digali secara tafsili (terperinci, yakni dalil-dalil yang 

berdasarkan al-Qur‟an dan Sunnah). Fiqh juga disebut dengan hukum Islam, 
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karena bersifat ijtihadiyah yang mana disesuiakan dengan perubahan dan  

perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.
31

 

Kata Siyasah berasal dari kata sasa yang bermakna mengatur, mengurus, dan 

memerintah atau pemerintahan, politik atau pembuat kebijaksanaan. Oleh karena 

itu, tujuan siyasah ialah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas 

segala sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
32

 

Dengan demikian dapat dipahami bahwasanya fiqh siyasah dapat diartikan 

sebagai ilmu kenegaraan yang membahas terkait pengaturan dan urusan 

kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan manusia itu sendiri. Seperti 

siapa sumber dan pelaksanaan kekuasaan, apa yang menjadi dasar dan 

bagaimana cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaannya dan kepada 

siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.
33

 

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Setiap ilmu pengetahuan tentu memiliki ruang lingkup. Ruang lingkup inilah 

yang akan memberikan penjelasan batasan dari ilmu yang akan dikaji. Salah satu 

ahli fiqh terkemuka di Indonesia, yaitu Hasbi Ash Shiddieqy mengemukakan 

ruang lingkup fiqh siyasah yang dibagi menjadi delapan bidang, yaitu: 

a. Siyasah Dusturiyah Syar‟iyah (Politik Pembuatan Perundang Undangan) 

b. Siyasah Tasri‟iyah Syar‟iyah (Politik Hukum) 

c. Siyasah Qadha‟iyah Syar‟iyah (Politik peradilan)  

d. Siyasah Maliyah Syur‟iyah (Politik Ekonomi dan Monenter)  

e. Siyasah Idar‟iyah Syar‟iyah (Politik Administrasi Negara)  
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f. Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah Syar‟iyah (Politik Hubungan 

Internasional)  

g. Siyasah Tanfidziyah Syar‟iyah (Politik pelaksanaan PerundangUndangan) 

h. Siyasah Harbiyah Syar‟iyah (Politik Peperangan) 

 Beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan ruang 

lingkup fiqh siyasah. Pada dasarnya perbedaan pendapat tersebut tidak terlalu 

berperinsip hanya teknisnya saja yang membedakan.
34

 

Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut, pembagian ruang lingkup fiqh 

siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga pembahasan, yaitu: 

a. Siyasah Dusturiyah disebut juga dengan politik perundang-undangan atau 

Hukum Tata Negara. Siyasah Dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan 

dengan peraturan dasar bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara 

pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan 

urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan 

masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.  Bagian ini 

mencakup siyasah tasyri‟iyah (penetapan hukum yang sesuai dengan 

syari‟at), siyasah qadhiyah syar‟iyah (siyasah administrasi yang sesuai 

dengan syari‟at), dan siyasah tanfidziyyah syar‟iyyah (siyasah pelaksanaan 

syari‟at). 

b. Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah, disebut juga dengan politik luar negeri 

atau Hukum Internasional. Siyasah Dawliyah adalah siyasah yang mengatur 

hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu 
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dengan warga negara dan lembaga negara yang lain. Di bagian ini ada politik 

masalah peperangan, (siyasah harbiyah), yang mengatur etika berperang, 

dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan 

gencatan senjata.  

c. Siyasah Maliyah, disebut juga dengan politik keuangan dan moneter. Siyasah 

Maliyyah adalah siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, 

dan pengeluaran uang milik negara. 
35

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup fiqh siyasah dapat 

menjadi kepentingan dalam bernegara sesuai dengan apa yang diajarkan syari‟at. 

Kemudian penulis akan lebih memfokuskan pada Siyasah Dusturiyah karena 

skripsi ini berkaitan dengan perundang-undangan negara, konsep negara hukum 

dalam siyasah serta hubungan antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak 

yang wajib dilindungi. 

c. Siyasah Dusturiyah 

Siyasah Dusturiyah berasal dari kata siyasah dan dusturiyah. Kata siyasah 

berasal dari sasa-yasusu yang artinya mengatur, mengurusi, dan menjaga rakyat 

dengan segala urusannya. Didalam buku-buku ulama klasik ataupun ulama salaf, 

siyasah lebih dikenal dengan siyasah syar‟iyah.
36

 

Menurut Muhammad Iqbal bahwa kata dusturi juga berarti konstitusi, sebuah 

kata dari bahasa Persia yang berarti seseorang yang memiliki otoritas di bidang 

politik maupun agama. Seiring berjalannya waktu kata tersebut mengalami 
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penyerapan ke dalam bahasa Arab, yaitu dustur yang berarti kumpulan dari 

kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara masyarakat dan 

negara, baik secara tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). 

Dalam bahasa Indonesia kata dustur juga mengalami penyerapan yang salah satu 

artinya, yaitu undang-undang dasar suatu negara.
37

 

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah. Siyasah ini 

membahas masalah perundang-undangan negara, konsep negara hukum dalam 

siyasah serta hubungan antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang 

wajib dilindungi.
38

  

1) Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang yang sangat luas dalam kehidupan dan 

juga termasuk kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan siayasah 

dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, 

baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, maqosidusy syar‟iyyah, dan semangat 

ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah meskipun 

terjadi perubahan pada masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi 

unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan yang fleksibel 

dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil 

ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya dapat diubah. Berikut merupakan 

ruang lingkup fiqh siyasah dusturiyah: 

a. Bidang  Siyasah Tasyr’iyah, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, 

perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam 
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satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan 

Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya. 

b. Bidang Siyasah Tanfidziyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, 

persoalan bai‟ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain. 

c. Bidang siyasah Idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 

administratif dan kepegawaian.
39

 

2) Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah 

Adapun beberapa dasar hukum siyasah dusturyah sebagai berikut:  

a) Al-Qur‟an  

Al-Qur‟an, adalah sumber pokok aturan dalam agama Islam yang utama dan 

dijadikan dasar dalam menentukan suatu hukum. al-Qur‟an merupakan kalam 

Allah yang berisi firman Allah dalam bermacam-macam bentuk hukum yang ada 

di dalamnya. Karena al-Qur‟an diyakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya 

dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui al-Qur‟an sebagai pondasi 

segala macam superstruktur Islam. Para tokohtokoh muslim banyak mencatat 

bahwasannya al-Qur‟an merupakan satusatunya sumber yang paling tinggi dalam 

menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Qur‟an tidak pernah mengalami 

kondisi dan perubahan apapun walau terjadi perkembangan zaman.
40

‟ 

b) Sunnah  

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya 

atau suatu norma perilaku yang diterima oleh masyarakat yang meyakininya 
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meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah 

biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya 

tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga 

akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan mengecek perawi yang sah.
41

 

c) Ijma  

Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk 

menentukan suatu hukum yang baik demi kemasalahatan umat dengan cara 

musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama dan ahli 

fiqh maupun jajaran pemerintahan yang mengurusi bidang agama. Apabila 

didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil 

keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.
42

 

d) Qiyas 

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu 

masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan 

cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu 

dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas 

biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang permasalahannya banyak 

dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil al-Qur‟an maupun hadist yang 

sekiranya sama dalam segi perbuatan hukum yang dihadapi.
43
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F. Kajian Penelitian Terdahulu 

Dari hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis 

menemukan beberapa judul pembahasan tentang protokol kesehatan, seperti: 

1. Skripsi berjudul “Pelaksanaan Protokol Kesehatan Usaha Mikro Kecil 

Dan Menengah Di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 

Tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran Corona Virus 

Disease 2019” oleh Nurita program studi Ilmu Hukum Universitas Sultan 

Syarif Kasim Riau. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian, yakni 

Pelaksanaan protokol kesehatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di 

Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat 

dari Penyebaran Corona Virus Disease 2019 belum terlaksana dengan 

baik, berdasarkan Peraturan Daerah dan Pasal 17 ayat (1) bagi Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah harus melaksanakan protokol kesehatan 

berupa : 1) Penyediaan alat pengukuran suhu tubuh di pintu masuk, 2) 

Penyediaan sarana cuci tangan atau hand sanitizer, 3) Melakukan 

pembatasan jarak fisik minimal 1 meter, 4) Memasang tabir kaca/plastik 

bagi pegawai yang melayani pelanggan, 5) Rajin membersihkan area 

kerja secara rutin di pegangan pintu atau tangga, tombol lift, peralatan 

kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya, 6) Dan 

menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi 

udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC, sedangkan 
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Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Tuah Madani ini masih 

banyak yang tidak melaksanakan keseluruhan maupun salah satu dari 

protokol kesehatan yang telah ditentukan. Adapun yang membedakan 

penelitian Pelaksanaan Protokol Kesehatan Usaha Mikro Kecil Dan 

Menengah Di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 Tentang 

Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan ialah dari segi objek dan 

lokasimya. 

2. Skripsi berjudul “Implementasi Perwali Nomor 68 Tahun 2020 Tentang 

Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai 

Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di 

Kota Banjarmasin” oleh Anisa Maghfirah program studi Administrasi 

Publik Universitas Lambung Mangkurat dengan kesimpulan hasil 

bahwasanya penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan 

di Kota Banjarmasin masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari 

penerapan sanksi yang hanya diberlakukan bagi orang yang tidak 

memakai masker dan masih banyaknya masyarakat yang tidak patuh akan 

protokol kesehatan. Padahal didalam kebijakan termuat bahwa orang 

yang dapat dikenai sanksi apabila tidak mematuhi 4M, yaitu memakai 

masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. 

Faktor-faktor penghambat implementasi Perwali Nomor 68 Tahun 2020, 

yakni: (1) Kekurangan personil penegakan hukum, (2) Tingkat kesadaran 
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masyarakat yang masih rendah. Berdasarkan penelitian disarankan 

pemerintah untuk lebih tegas dalam menerapkan 4M (memakai masker, 

mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Serta 

diperlukan penambahan personil dalam pelaksanaan hukum protokol 

kesehatan agar cakupan wilayahnya lebih luas. Adapun yang 

membedakan penelitian Implementasi Perwali Nomor 68 Tahun 2020 

Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan 

Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 

2019 Di Kota Banjarmasin dengan penelitian yang sedang peneliti 

lakukan ialah dari segi objek dan lokasinya. 

3. Skripsi berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 

Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum 

Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Mengenai Penggunaan Masker 

Di Kota Samarinda” oleh Oey Vonny Winata program studi Ilmu Hukum 

Universitas 17 Agustus 1945. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa 

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020 Tentang 

Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai 

Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) mengenai penggunaan masker terbukti dapat meningkatkan 

ketaatan dan kesadaran masyarakat Kota Samarinda dalam penegakan 

protokol kesehatan walaupun masih terdapat sedikit masyarakat yang 

tidak menggunakan masker. Masker digunakan untuk menghindari diri 
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dari paparan Virus Corona yang sedang melanda Indonesia termasuk 

Kota Samarinda sehingga angka masyarakat yang terpapar virus ini dapat 

berkurang. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 mengenai protokol 

kesehatan termasuk penggunaan masker disosialisasikan oleh Satuan 

Tugas Penanganan Covid-19 Kota Samarinda melalui dari mulut ke 

mulut, media sosial, seminar, melalui media cetak seperti penyebaran 

pamphlet, banner dan membuat tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 

tingkat kecamatan, kelurahan, hingga tingkat RT/RW. Adapun yang 

membedakan penelitian Implementasi Peraturan Walikota Samarinda 

Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan 

Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Mengenai 

Penggunaan Masker Di Kota Samarinda dengan penelitian yang sedang 

peneliti lakukan ialah dari segi objek dan lokasinya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Metode Penelitian  A.

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang 

diperoleh langsung dari lapangan. Penelitian ini berdasarkan pada objek 

penelitian melalui observasi dan wawancara.
44

 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu 

tersebut secara utuh.
45

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian lapangan ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Adapun alasan 

memilih lokasi ini karena peneliti melihat masih banyaknya masyarakat Kota 

Pekanbaru yang tidak disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan 4M. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pelaksana dari Peraturan Gubernur 

Riau Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum 
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Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, yaitu 

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Satpol PP Provinsi Riau, MUI 

Provinsi Riau,. Sedangkan objek penelitian ini adalah bagaimana implementasi 

Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan 

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan 

Pengendalian Covid-19 di Kota Pekanbaru. 

4. Populasi dan Sampel. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian 

ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Koordinator 

Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi 

Riau, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Provinsi Riau, 

Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Satpol PP Provinsi Riau, Kepala Bidang 

Fatwa MUI Provinsi Riau, dan 4 orang masyarakat. 

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu 

penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan 

tetapi dilaksanakan pada sampel. Sampel dari penelitian ini adalah keseluruhan 

dari populasi, maka teknik pengambilan yang digunakan adalahn Total Sampling.  

5. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari responden 
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terpilih. 

Maka dalam hal ini proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan 

memperhatikan siapa sumber utama yang perlu dijadikan objek penelitian. Dalam 

hal ini adalah Kepala Sub Bagian Koordinator Penyusunan Produk Hukum 

Pengaturan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Kepala Bidang 

Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Provinsi Riau, Kepala Seksi 

Pembinaan dan Penyuluhan Satpol PP Provinsi Riau, Kepala Bidang Fatwa MUI 

Provinsi Riau, dan masyarakat. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber  data yang dikumpulkan untuk 

mendukung tujuan penelitian ini, seperti buku, jurnal, artikel, peraturan 

perundangan yang erat terkait dengan masalah yang diteliti. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat agar 

diperoleh data yang objektif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: .  

a. Observasi 

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. 

Peneliti melakukan observasi diwilayah Kota Pekanbaru dengan mendatangi Biro 

Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Satpol PP Provinsi Riau, MUI Provinsi 

Riau, dan masyarakat. 
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b. Wawancara 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan 

pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan 

secara sistematik. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data 

dengan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan 

penelitian. 

c. Dokumentasi. 

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi berupa benda- benda 

tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan. 

7. Teknik Analisis Data 

Analisa data menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan berhubungan, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini, yaitu 

“Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Protokol 

Kesehatan di Kota Pekanbaru”. 

Dalam penelitian ini digunakan metode analisa kualitatif yaitu suatu data yang 

digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat 

deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan 

menghubungkanya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap 
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suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memproleh gambaran yang baru 

ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.
46

 

8. Teknik Penulisan 

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan 

menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang 

ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan 

kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus. 

b. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus 

yang berkaitan dengan masalah yang di teliti sehingga memperoleh 

kesimpulan secara umum. 

c. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah 

yang di bahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian analisa 

sehingga dapat ditarik kesimpulannya.
47

 

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru 

Nama Pekanbaru pada mulanya dikenal dengan nama “Senapelan” yang 

saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut  Batin. Daerah ini terus 

berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah 

menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. 

                                                             
46

 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Thesis serta Disertasi, 

(Bandung : Alfabeta. 2017), cet. ke-1, h. 99. 
47

Ibid.  
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Pada tanggal 9 April Tahun 1689, diperbaharuilah sebuah  perjanjian 

antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut 

Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli 

terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu, Belanda juga mendirikan 

Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. 

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan 

menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke 

Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung 

Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi 

perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman 

untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan 

kayu dan hasil hutan lainnya.
48

 

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan 

penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi 

Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi 

silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan 

Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute 

Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah 

yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting. 

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. 

Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, 

beliau  membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut 
                                                             

48
Pekanbaru.go.id, Mengenal Kota Pekanbaru, diakses dari 

(https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru), pada tanggal 5 

Maret 2022, pukul 16.35 WIB 
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terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif 

membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian 

usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya  Raja Muda Muhammad Ali 

yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi 

pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang. 

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan 

yang kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 

Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan 

Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya 

yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. 

Sejak ditinggal oleh Sultan  Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, 

penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat 

Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan 

Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk 

Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan 

jalannya pemerintahan  berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar. 
49

 

Selanjutnya, pemerintahan Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, 

seperti: 

1. Berdasarkan Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 

Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak.  

2. Pada tanggal 1 Mei 1932 berdasarkan Staatsblad Tahun 1932 Nomor 135, 

Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Onderafdeeling Kampar Kiri dan 

                                                             
49

 Ibid. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Distrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Siak
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB07:001339001:00950
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Pekanbaru dijadikan sebagai ibu kota Onderafdeeling Kampar Kiri yang 

dikepalai oleh controleur.  

3. Pada tanggal 1 Januari 1941 berdasarkan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 565, 

Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Residentie Riouw (Keresidenan 

Riau) yang sebelumnya berada di Residentie Oostkust van Sumatra 

(Keresidenan Sumatra Timur). 

4. Pada saat Pendudukan Jepang, Pekanbaru dijadikan sebagai ibu kota Rio 

Shū yang dikepalai oleh shūchōkan. 

5. Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatra 

di Medan tanggal 7 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah 

otonom yang disebut haminte (kotapraja). 
50

 

6. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1956, Pekanbaru (Pakanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam 

lingkungan Provinsi Sumatra Tengah.  

7. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang 

Darurat Nomor 19 Tahun 1957, Pekanbaru dimasukkan ke dalam 

wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk.  

8. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 

1959 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Desember 

52/I/44-25. Sebelumnya, ibu kota Provinsi Riau adalah Tanjung Pinang, yang 

kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. 
51

 

                                                             
50

Wikipedia,KotaPekanbaru,diakses dari (https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru), 

pada tanggal 13 Maret 2022, pukul 19.05 WIB. 
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2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru 

 Sesuai dengan visi dan misi Kota Pekanbaru yang tercantum dalam RPJMD 

(Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Pekanbaru Tahun 

2017 - 2022, maka visi kepala daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022 adalah : 

    " Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani (Pekanbaru 

Smart Madani City) "   

Smart City adalah kota pintar atau kota cerdas, yaitu sebuah tatanan kota yang 

menggunakan sistem teknologi informasi sehingga memudahkan di dalam 

pengelolaan kota dan pelayanan warganya. Smart city ini meliputi 6 pilar, yaitu 

Smart Government (pemerintahan pintar), Smart economy (ekonomi pintar), 

Smart Mobility (mobilitas pintar), Smart people (masyarakat pintar), Smart living 

(lingkungan pintar), dan Smart live (hidup pintar).  

Madani adalah kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, 

memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik 

yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, 

berpendidikan maju, berbudaya Melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, 

bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa.    

Guna mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan  Misi Kota Pekanbaru yaitu: 

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, 

Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi. 

2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup 

Masyarakat Berbudaya Melayu. 

3. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktus Yang 
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Baik. 

4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan 

dan Ekonomi Padat Modal, pada Sektor Unggulan, yaitu Jasa, 

Perdagangan, dan Industri (Olahan dan MICE).  

5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan 

Ramah Lingkungan (Green City).
52

 

3. Wilayah Geografis  

Gambar IV.1 

Peta Wilayah Kota Pekanbaru 

 

 Sumber : Data Kota Pekanbaru Tahun 2021. 

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14´ - 101°34´ Bujur Timur dan 0°25´ - 

0°45´ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 

meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan 

ketinggian berkisar antara 5-11 meter. 

                                                             
52

Pekanbaru.go.id, Visi Misi Kota Pekanbaru, diakses dari ( 

https://jdih.pekanbaru.go.id/tampil/halaman/1/visi-kota-pekanbaru.html), pada tanggal 20 Maret 

2022, pada pukul 19.30 WIB. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 

1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², 

terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil 

pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas 

wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km
2. 

 

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya 

kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula 

tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas 

perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan 

dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru 

dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.
53

 

Guna mengoptimalkan pelayanan publik bagi masyarakat dan juga 

perkembangan Kota Pekanbaru yang semakin pesat, maka hal ini mendorong 

pemerkaran sejumlah kecamatan. Pemekaran kecamatan ini sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penataan 

Kecamatan.  Peresmiannya dilakukan oleh Walikota Pekanbaru pada tanggal 30 

Desember 2020 secara virtual. 
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Pekanbaru.go.id, Wilayah Geografis, diakses dari 

(https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografis), pada tanggal 20 Maret 2022, 

pukul 20.15 WIB. 
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Tabel III.1 

Kecamatan di Kota Pekanbaru 

 

NO 

 

NAMA KECAMATAN 

JUMLAH 

KELURAHAN 

1 Rumbai Barat 6 

2 Rumbai Timur 5 

3 Rumbai 6 

4 Senapelan 6 

5 Limapuluh 4 

6 Sukajadi 7 

7 Sail 3 

8 Pekanbaru Kota 6 

9 Tenayan Raya 8 

10 Payung Sekaki 6 

11 Bina Widya 5 

12 Tuah Madani 5 

13 Marpoyan Damai 6 

14 Bukit Raya 5 

15 Kulim 5 

  Sumber : Data Walikota Pekanbaru Tahun 2022. 

 Berdasarkan  tabel diatas dapat dilhat bahwa jumlah kecamatan yang ada 

di Kota Pekanbaru berjumlah 15 kecamatan dan kelurahan berjumlah 83 

kelurahan. Kecamatan Tenayan Raya menjadi kecamatan yang paling banyak 

memiliki kelurahan. 

Berikut merupakan batas-batas administratif Kota Pekanbaru, yaitu: 

1) Sebelah Utara    :     Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 

2) Sebelah Selatan :     Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 

3) Sebelah Timur    :    Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 

4) Sebelah Barat    :     Kabupaten Kampar
54

 

                                                             
54 Dokumentasi,  Kantor Walikota Pekanbaru Tahun 2022. 
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 Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke 

timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air 

Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan 

Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas 

perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.
55

 

4. Kondisi Demografi  

a. Kependudukan 

Berdasarkan data kependudukan dari Kantor Walikota  Pekanbaru, jumlah 

penduduk di Kota Pekanbaru berjumlah 1.091.088 jiwa dengan kepadatan 1.574 

jiwa/km2 yang tersebar di 15 kecamatan dan 83 kelurahan. Pertumbuhan jiwa di 

Kota Pekanbaru mencapai angka 4,4% setiap tahunnya.
56

 

Tabel III.2 

Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru 

 

Sumber: Data Walikota Pekanbaru Tahun 2022 

                                                             
55

 Dokumentasi,  Kantor Walikota Pekanbaru Tahun 2022. 
56 Dokumentasi,  Kantor Walikota Pekanbaru Tahun 2022. 

TAHUN JUMLAH PENDUDUK

1930 2.990

1954 28.314

1961 70.821

1971 145.030

1990 398.694

2000 587.842

2005 720.197

2006 754.467

2007 779.899

2008 799.213

2010 897.767

2020 983.356

2021 1.091.088
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b. Agama 

Agama Islam merupakan agama yang dominan dianut oleh 

masyarakat Kota Pekanbaru, dan sebagian lagi memeluk agama Kristen 

Protestastan, Buddha, Katolik, Konghucu dan Hindu.
57

 

Tabel III.3 

Jumlah Agama di Kota Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Walikota Pekanbaru Tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
57 Dokumentasi,  Kantor Walikota Pekanbaru Tahun 2022. 

No Agama Jumlah 

Total 

Jumlah 

Laki-laki 

Jumlah  

Perempuan 

1 Islam 30.582 18,097 12,485 

2 Katolik 4,643 3,8936 747 

3 Protestan 1,803 1,605 198 

4 Buddha 365 185 180 

5 Hindu 89 84 5 

6 Kong hu chu - - - 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan A.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan telah diuraikan pada 

bab sebelunya diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan penelusuran data lapangan dan disajikan dalam bentuk data 

tertulis kemudian dilakukan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 

Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin 

dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan 

Pengendalian Covid-19 di Kota Pekanbaru sudah terimplementasi namun 

belum maksimal. Hal ini terlihat dari adanya upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah khususnya Satpol PP, seperti sosialisasi, razia pelanggaran 

protokol kesehatan, dan pemberian sanksi terhadap masyarakat untuk 

menimbu lkan efek jera.  

2. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 

55 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol 

Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota 

Pekanbaru sudah sesuai dengan konsep fiqh siyasah yang bertujuan untuk 

kemaslahatan rakyat, namun dalam proses pelaksanaannya belum sesuai 

dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Kurang patuhnya masyarakat 

menyebabkan peraturan ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Sedangkan 
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dalam Islam telah dijelaskan bahwa setiap orang muslim wajib mematuhi 

pemerintah maupun peraturan jika telah sesuai syari‟. 

 

 Saran B.

Setelah penulis melakukan penelitian tekait dengan Protokol Kesehatan di 

Kota Pekanbaru, penulis menyarankan kepada: 

1. Bagi Pemerintah Provinsi Riau dan Satpol PP Provinsi Riau agar lebih 

berperan aktif dalam  upaya meningkatkan penegakan protokol kesehatan 

di masa pandemi ini terhadap masyarakat demi tercapainya ketertiban dan 

kepatuhan masyarakat terhadap prot okol kesehatan serta sebagai bentuk 

pengimplementasian Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2020 

tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan 

Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota 

Pekanbaru. 

2. Bagi Masyarakat agar dapat mematuhi segala aturan pemerintah apalagi 

saat pandemi ini. Bila masyarakat tidak patuh, akan sulit bagi pemerintah 

unruk menjalankan setiap aturan yang telah dibuat. 
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